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UPAH  LALU,

BANDAR TAK MASUK

(Fenomena Kuenets dan Berkah Otonomi di RIau)

Provinsi  Riau secara geografis dan klimatolodsmerupahan wilayah yang mempunyal potensi
ekonomi  yang  sangat  tinggi.  Terdapat  tiga
karakteristik wilayah  Riau yang masing-masing
memiliki potensi  ekonomi  tersendiri.  Wilayah
daratanmemihikipotensiekonomipeftanian,kehu-
tanan, dan barang-barang tambang. Wflayah pesisir
di  samping perkebunan  juga  sangat potensial
menghasilkan  komoditas-komoditas  pertanian
pasang-surut.  Sedangkan wilayah  kepulauan  di
samping potensi perikanan juga sangat baik untuk

perkembangan  pariwisata  dan  perdagangan.
SebagalwilayahyangberdekatandenganSingapura
dan Malaysia, Riau mempunyal kesempatan untuk
memanfaatkan pasar global baal komoditas yang
dihasilkannya.

Kondisi yang menguntungkan tersebut
menyebabkan Riau mampu mempertahankan per-
t`rmbuhan ekonomi yang cukup tingal. Meskipun
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terjadi  krisis  ekonomi yang berkepanjangan  di
Indonesia, namun baal wilayah Riau pengaruhnya
tidak bealtu besar.  Pada  saat krisis  ekonomi me-
landalndonesiaekonomiRiaumemangmengalami
kontraksi,  tetapi  masih  lebih  balk  dari  keadaan
nasional secara keseluruhan. Tahun 1998 pertum-
buhan  ekonomi  RIau mengalami pertumbuhan
negatif sebesar  -1,81 °/o. Ketika itu, ekonomi Indo-
nesia anjlok  sampan  -14,220/o.  Sektor yang meng-
alami  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  yang
cukup  tajam  di  RIau adalah  sektor konstruksi  -
2:I ,990/o.

Hal ini dapat dimaklumi menedngat pada
saatituterjadiperalihanpemerintahandilndonesia
dan  berbagai gangguan  stabilitas  keamanan  se-
hingga banyak proyek-proyek pembangunan fisik
dan infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya.
Namun sektor-sektor yang memberikan kontribusi
yang dominan  terhadap  struktur perekonomian
Riau justru mengalani pertumbuhan yang tingal.
Sektor pertarrian manpu tumbuh mencapal 11 °/o,
hstrik  dan  air  bersih  sebesar  17,16%.  Termasuk

perdagapgan, angkutan, dan komunikasi serta jasa
masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada
tahun2002pertumbuhanekonomiRiaumasihdiatas
pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Pertumbuhan
ekonomi Riau pada tahun tersebut adalah sebesar
5,59°/o sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,12°/o.
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Struktur ekonomi Riau lebih  dominan
dipengaruhi oleh pertanian  dan industri pengo-
lahan. Peranan industri justru lebih besar dari per-
tanian. Pada tahun 1998 peranan sektor pertanian
adalah sebesar 22,56°/o.  Kemudian ditopang oleh
sektor perdagangan  sebesaf  17,58°/o.  Pada tahun
2002 peranan sektor pertanian semakin meningkat
yang mencapal 26,02°/o.  Sektor industri beaperan
sebesar 25,990/o  sedangkan  sektor perdagangan
17,94o/o.

Keadaan  ini  menggambarkan  bahwa
ekonomiRiaulebihmengarahpadaperkembangan
sektor tradisional yakni pertanian.  Kalau dilihat
darn tiga klasifikasi utama sektor ekonomi, maka
terdapat kecenderungan perkembangan ekonomi
RIaumengarahpadasektorprimer.Sektorsekunder
dantersierjustrumengalamipenurunanselamalima
tahun terakhir. Pada tahun 1998 sektor primer kon-
tribusinya besar mencapai 25°/o dan pada tahun
2002 naik menjadi 280/o. Sedangkan sektor sekun-
der pada tahun 1998 berperan sebesar 33°/o turun
menjadi  32°/o  pada  tahun  2002.  Demikian  pula
dengan sektor tersier dari 41°/o pada tahun  1998
turun menjadi 390/o pada tahun 2002

Berkembangnya  sektor  primer  dalam
strukturperekonomianRIauterkaitdenganriaiknya
peranan ekonomi wilayah-wilayah Riau yang lebih
mengandalkan  sektor pertanian  sebagai  basis
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ekonomi  masyarakatnya.  Sesuai  dengan  karak-
teristik wilayahnya maka untuk wilayah pedalaman

peranannya  makin  membesar.  Pada  tahun  1998
perannya baru mencapal 17,940/o, maka pada tahun
2002 naik menjadi 19,47°/o. Wflayah pesisir pantai

juga mengalami perkembangan peranan yang besar
dalam  struktur perekonomian Riau.  Pada tahun
1998 beaperan sebesar 15,58% dan tahun 2002 naik
menjadi  20,380/o.

Wilayah-wilayah  pesisir ini  juga  erat kai-
tannya dengan sektor pertanian, baik perkebunan
maupun pertanian  tanaman pangan.  Kontribusi
ekonomi  untuk wilayah  kepulauan  pada  tahun
1998 adalah sebesar 10,33°/o dan pada tahun 2002
turun  menjadi  9,55°/o.  Keadaan yang  sama  juga
terjadi di wilayah perkotaan dimana pada tahun
1998  kontribusi  ekonominya  mencapai  48,030/o
dan tahun 2002 turun menjadi 45,62°/o. Penurunan
kontribusi  wilayah  perkotaan  terjadi  akibat
menurunnya peranan  Batam  dari  30,83°/o  pada
tahun  1998  menjadi 26,540/o pada tahun 2002.

Pada awal 2001 di Indonesia mulai diterap-
kan  otonomi  daerah.  Implementasinya  sangat
menguntungkan Provinsi RIau. Adanya kewena-
ngan yang lebih besar dari implementasi otonomi
daerah di Indonesia membuka kesempatan baal
Riau untuk mengelola SDA yang dimitikinya. Me-
lalui  UU  No.  25/1999  transfer  keuangan  dari
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pemerintah  pusat ke pemerintah  daerah  cukup
besar.  Riau  sebagai  penghasil  SDA yang  besar
memperolehtransferkeuanganyangbesarpuladari

pemerintah pusat, baik urituk pemerintah propinsi
maupun untuk pemerintah kabupaten.

Pada  tahun  anggaran  1998/1999  total
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)
Provinsi RIau baru mencapal Rp  325,812 milyar,
maka pada 2002 jumlahnya naik laal menjadi Rp
1.916,321  milyar.  Kondisi yang sama juga terjadi

pada pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  RIau.
Tchun 2002 transfer pemerintah pusat ke peme-
rintah  daerah  di Riau  torovinsi dan  kab/kota)
mencapal Rp 8,036  triliyun.

Fenomena di atas membuktikan bahwa ke-
tersediaan SDA dan dana yang besar tidak men-
jamin wilayah itu akan berkembang. Kesenjangan
daerah kota dan desa menunjukkan masalah yang
melekat  dalam  pengembangan  wilayah  Riau.
Diperlukan adanya strateal dan program pemba-
ngunan  yang  tepat  untuk  menjamin  adanya
pengurangan ketimpangan tersebut. ]angan hanya
mengerjakan pfoyek yang sia-sia dan melakukan

pemborosan belaka.  Proyek-proyek yang meng-
habiskan biaya tetapi tidak bet.manfaat baal rakyat
dan tidak memberikan  tambahan hasil baed RIau
harus  dienyahkan dalam program pembangunan
Riau. ]angan  sampai  terjebak  pada  apa  yang
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disenaral orang Melayu sebagai, "Uj7cz4 /a/z/ ha#Jczr
tale masuh:'

Melalui  otonomi  daerah  diharapkan per-

/orevc7#cG pembangunan akan lebih baik. Terutama
bila  dikaitkan  dengan  kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  ukuran  keberhasilan  pembangunan
adalah  distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  data
temyata di Riau terdapat pengurangan porsi pene-
rimaan pendapatan baal penduduk 400/o berpen-
dapatan rendah. Pada tahun 1998, 400/o penduduk
beapendapatan rendah menikmati 23,47°/o Produk
Domestik Realonal Bruto Q?DRB) Riau dan pada
tahun 2002 turun menjadi 21,74%.

Sedangkan  kelompok  penduduk  20%
berpendapatan  tingal pada  tahun  1998  mempe-
roleh porsi mencapal 40,15°/o dan pada tahun 2002
naik menjadi 40,99%.  Kelompok penduduk 40°/o
berpendapatan  menengah  mampu  menikmati
distribusi pendapatan sebesar 36,38°/o pada tahun
1998 dan naik menjadi 37,28°/o pada tahun 2002.
Meskipun masih tergolong moderat, kenyataan ini
menunjukkan  adanya  peningkatan  kesenj angan
dalam  distribusi pendapatan  di RIau  selarna lima
tahun terakhir.

Kesenjangari ekonomi yang terjadi di Riau

juga  dapat  diamati  dari  naiknya  J#Jex  Gz.#z. R4/z.a
(IGR).  Pada  tahun  1998  IGR  adalah  sebesar
0,2937, sedangkan pada tahun 2002 nark menjadi
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0,3100.  Semakin besar IGR maka  semakin tidak
sempurna tingkat pemerataan pendapatan.  Selain
itu, jumlah penduduk mislin di Provinsi Riau pun
masih relatif besaf dan bahkan cenderung mening-
kat. Berdasarkan data BKKBN pada tahun  1998

penduduk Prasej ahtera Alasan Ekonomi mencapal
2,86°/o dan Sejahtera I sebesar 8,09°/o. Berarti jum-
lah masyarakat mislin di Riau pada tahun tersebut
mencapai  10,95%.  Ironisnya  pada  tahun  2002

jumlah penduduk prasej ahtera naik menjadi 7,060/o
dan  Sejahtera  I  membengkak menjadi  15,07°/o.
Berard pada tahun 2002 penduduk mislin RIau
karena alasan ekonomi mencapal 22,13%.

Ternyata di RIau dalam era otonomi dan
desentfalisasi  terjadi  ketimpangan  pendapatan

yang makin tingd meskipun pertumbuhan eko-
nomi tingd dan dana anggaran pemerintah @o"e7if¢-
"e#/  cap. c#c7j./z„G)  makin  membesar.  Fakta  ini
menunjukkan adanya /rzzt7e-o#antara pertumbuhan
dan kesenj angan ekonomi. Semakin tingd pertum-
buhan ekonomi, atau semalin tinged tingkat pen-
dapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan
antara kaum kaya dengan kaum miskin.

Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini
dikenal dengan H2jJoj4"¢.J K#z#c/I Qlorman  G,
1992)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  jangka

pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan
pendapatan perkapita dengan kesenjangan pen-
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dapatan.  Dalam  jangka  panjang  hubungan
keduanyamenjadikorelasiyangnegatif.Hanyasaja
untuk kasus RIau tidak dapat ditentukan seberapa
lamawaktujang-kapendektersebutakandanharus
berlangsung.

Terdapat beberapa faktor yang menyebab-
kannaiknyajumlahpendudukmislinkarenaalasan
ekonomi di Riau. Pc77zz¢t¢, sebagai akibat dari me-
ningkatnya kesenjangan di Riau baik dalam dis-
tribusi pendapatan maupun penguasaan asset-asset
ekonomi.KCJ#¢,implementasiprogrampembangu-
nan yang belum mampu memberdayakan masya-
rakat.  Thik-menarik antara kepentingan lealslatif
daneksekutiftelchmelahirkanprogramdanalokasi
anggaran yang kurang optimal, baik di tingkat pro-
vinsi maupun kabupaten/kota.

Ke#giv,  sejalan  dengan implementasi  oto-
nomi  daerah maka  Riau menjadi wilayah yang
sangat menarik  baed pencari  kerja  di luar Riau.
Anggaran  pemerintah  daerah  yang meningkat
memberi  daya  tarik  tersendiri  bagi  datangnya
orang-orangkeRiauuntukmemperbaikihidupnya.
Berdasarkan data  tahun  2002  migrasi  ke  RIau
mencapal 206.514 orang. Akibamya pertumbuhan

penduduk Riau relatif tingal yakni 3,73% pertahun
dan sebaedan besar disebabkan oleh migrasi masuk

yang tingct. Bila diamati dari perkembangan ting-
kat pengangguran terbuka keadaan tersebut sema-
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lid terbukti. Pada tahun 2002 tefjadi kenalkan yang
sangat tajam Tingkat Pengangguran Terbuka di
Riau.  Bila  tahun  1998  baru  sebesar  5,10/o  maka

pada tahun 2002 naik mencapai  8,050/o.
Adanya berbagal fenomena di atas men-

cerminkan  masih  diperlukannya  kebijakan-
kebijakan  pembangunan  yang  mampu  secara
sineredsmenggunakansetiappotensiekonomiyapg
ada di Riau baal perbaikan kesejahteraan masya-
rakat.  Keberhasilan  melakukan  pembangunan
tidak hanya diukur darn pencapaian produktivitas
yang tinggi,  tetapi  juga  adanya penduduk yang
makmur dan  sejahtera  secara merata.  Kebijakan
ekonomi yang teapadu secara lintas wilayah mutlak
diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal
dari pengelolaan  sumber-sumber ekonomi yang
tersedia baal berkembangnya kesejahteraan mas-

yarakat Riau secara merata dan berkesinambungan.
Kebijakan pembangunan harus diarahkan

pada kelompok sasaran yang tepat terutama sekali
melalui redistribusi asset ekonomi yang berorien-
tasi pemerataan. Baas masyarakat mislin pedesaan
akses  untuk mendapatkan lahan,  pengetahuan,
kredit dan interaksi yang adil terhadap pasar harus
dimiliki masyarakat mislin secara optimal. Sedang-
kan  untuk masyafakat miskin perkotaan  harus
diarahkan pada perluasan  kesempatan  kerja dan
perbalkan produktivitas dari pekerjaan yang sudch
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ada.  Kebijakan yang ditujukan  terhadap  pening-
katan pemerataan pendapatan dan penghapusan
kemiskinan  jelas  harus  mempunyai  komitmen

pohtik yang memiliki  persesuaian  antara  tujuan
dan  cara  pencapaiannya.  Sekedar  niat  baik  saja
tidaklah cukup. Penanggulangan masalah memer-
lukan penanganan yang rinci, holistik, dan berke-
sinambungan..
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KE  HULU  SERENTAK GALAH,

KE  HILIR SEREMPAK  DAYUNG

(Nlenggali Potensi FW dalam Konteks Otonomi Daerah)

o::::amn££::::ahkut£:a±ysae%tk±£o:]227t]eggga;
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.  25/
1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
PemerintahPusatdanDaerah.BerbedadenganUU
No.  5/1974, keberadaan daerah kfbupaten nan-
tinya memiliki pefan yang lebih besar. Di satu sisi,
keadaan ini memberi peluang pada daerah untuk
berkembang atas kemampuannya sendiri. Di lain
sisi, membawa konsekuensi berkembangnya orga-
nisasi  yang memerlukan penataan  secara profe-
sional,  terutama  bidang  SDM  dan  keuangan
daerah.

Konsep otonomi daerah pada dasamya ber-
kaltan erat dan beapangkal pada. tiga masalah po-
kok,  yakni  pembagian wewenang,  pembagian
tanggung jawab dan tersedianya sumber-sumber
keuangan yang ada pada berbagai tingkatan peme-
rintahan. Menurut GK.  Shaw (1999)  dalam J#/gr-
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go"crere#/a/ Fz.j.ccz/ Rc/a/z.o#,  hal  terpenting  dalam
otonomi daerah adalah mefeka mempunyal sumber

pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari pada
asal  dana  tersebut.  Selain  itu,  GK.  Shaw  juga
menyebutkan  daerah  mempunyai  keleluasaan
dalam  pengeluaran-pengeluarannya,  sehingga
dapat melaksanakan  fungsi untuk memberikan

pelayanan  masyarakat terbaik.
Keleluasaan  daerah  dalam  hal  keuangan

menurut K]. Davey (1999) dalam F¢.#¢#cz.#g Rcgz.o#c7/
Goae77ee#/ dapat dibedakan dalam empat tingkatan.
Pe#z7ercz, pemerintah daerah mempunyal kebebasan

penuh  dalam penentuan  tujuan maupun jumlah
pengeluaran-pengeluarannya.  KeJ#c7,  pemerintah
daefahmempunyalkebebasanpenuhdalampenen-
tuan  tujuan  pengeluaran-pengeluarannya dalam
batas-batas  yang digariskan  pusat.  Kc/zgiv,  peme-
rintah daerah mempunyal kebebasan dalam penen-
tuan tujuan pengeluaran sesual dengan fungsi dan
dalam  jumlah yang telah  digariskan  pemerintah

pusat.  KeGz27¢¢4  pemerintah  daerah  mempunyai
kebebasan menggunakan uang dalam batas tujuan
dan jumlah yang telah digariskan pusat.

Persoalan  otonomi  daerah  di  Indonesia
memang  telah  mengalami  banyak  perubahan.
Mulal dad UU No.1 /1945, UU No. 22/1948, UU
No.  1/1957,  UU No.  18/1965, UU No.  5/1974,
dan terakhir UU No.  22/1999 dan UU No.  25/
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1999.SampalpadapemberlakuanUUNo.5/1974,

pelaksanaan otonomi daerah tersebut hanya bagus
di atas kertas. Aturan pelaksanaan untuk merea-
lisimya  sangatlah  tidak memadal.  Sistem peme-
rintahan  masih  terjebak pada  tingkat  keempat
dalam urutan keleluasan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999  menjadi  tumpuan yang  sangat pending
bagi  daerah.  Sistem  pemerintahan  berdasarkan
undang-undanginimemberikankeleluasaandaerah
(fo4zz/ ¢.ranfro#) untuk menjalanhan fungsinya secara
lebih balk.  Semakin besar keleluasaan daerah da-
lam menggali potensi yang ada di daerah, maka
semakin besar pula kesempatan daerah mendapat-
kan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan
di daerahnya. Menyikapi hal ini, NP.  Hepworth
(T$99D  ddra;rrL Public E>qjenditure  Controls  and IAcal
GOGre7zerc#/memandangbahwasemalinindependen
suatu daerah, akan makin memungkinkan daerah
tersebutuntukmemperolehpendapatanyangbesar.
Sehingga,  posisinya  akan  semakin  baik  dalam
memberikan  pelayanan  masyarakat  @#4/z.f rGrorfe)

yang berkualtas.
Padamasamendatang,jikapemerintchlndo-

nesia yang baru nanti memang konsisten untuk
meneraphanazasotonomidaerahyangberorientasi
pada pemberdayaan  masyarakat,  sesuai dengan
makna kedua undang-undang tersebut, diperlukan
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upaya yang konkrit untuk menddentifikasi potensi
yang mungkin digali sebagal sumber-sumber pen-
dapatan  daefah.  Dana perimbangan  yang bakal
diterima harus dijadikan modal untuk mendorong
tumbuhnya kemandirian daerah, khususnya dari
aspek terbentuknya kreativitas daerah melahirkan
sumber pembiayaan  (r€"G##c cG#/rg).

Sumber Pendapatan Ash Daerah aIAD) nan-
tinya ahan terdiri dari empat macam, yaitu Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah, dan lain-lain PAD yang sah.  Sedangkan
sumber pendapatan daerah itu sendiri selain PAD
akan  diperoleh  dana  perimbangan,  pinjaman
daerah, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 25/
1999  pada  penjelasan  pasal  5  ayat  1  jenis-jenis

pajak  daefah  dan  distribusi  daerah  sudah  akan
disesualkan  dengan kewenangan yang diserahkan
ke  daerah.

Selama ini masih banyak sumber PAD yang
belum tergah dengan baik. Komponen RAD pada
umumnya  relatif sangat  kecil,  walaupun  secara
kuantitatif komponen  ini  banyak.  Mekanisme

pungutan  PAD  juga terlalu birokratis,  sehingga
hasil pungutan dibebani biaya tinggr. Lebih rumit-
nya lad, sistem informasi pemeintahan dan kemas-
yarakatan  di Indonesia  sangat tidak memadal se-
hingga potensi kurang dapat diukur dan diestirnasi
secara  optimal.
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Masyarakat sendiri belum merniliki kesadaran

yang menunjang.  Peran  sertanya masih  minim,
sehingga  efektivitas  pungutan  dan  efesiensinya
rendah. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerali

@UMD)  menjadi unit usaha  strateals  dan pro-
fesional di daerah tidak pula memadai.  BUMD
banyak yang hanya  menjadi  cot/ ce#/7i€,  bukannya
berfungsi  sebagal pendapatan.  Selain BPD  RIau,

perusahaan daerah yang lain kontribusinya sangat
tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.

]ustruyangterjadikeberadaanperusahaantersebut
hanya menjadi beban APBD.

Mengamati perkembangan  Provinsi  Riau
yang begitu pesat  dan  tuntutan perkembangan
terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan RAD

perlu dilakukan dengan menggali potensi dan pola
pengelolaannya secara optimal. ]aringan informasi
terpadu sangat dibutuhkan agar keberadaan poten-
si terdata dengan akurat. Pemerintah tidak dapat
hanya  mengandalkan  keberadaannya  sebagai
aparat birokrasi yang  selama ini  relatif arogan.
Tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, serta
didukung  sistem informasi yang terpadu antar
lembaga, maka upaya meningkatkan PAD  tidak
akan memadai.

DPRD harus pula tanggap untuk melahirkan
perangkat hulmm dalan bentuk Perda agar potensi
RAD yang ada dapat direahsir.  Dalam perspektif
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masyarakat Melayu  istilah,  "Kc  4¢/zf +crG#/ZZA g¢/¢4
Ae  4z./z.r rG„¢¢A  c7¢jJz/#g,"  kiranya  bisa  dijadikan
syarat mutlak untuk diberlakukan. Menalsi "kocek"
daerah memang memerlukan kerja keras, namun
muaranya  adalah  kemandirian  dan  keleluasaan
untuk berbuat baal kepentingan daerah itu sendiri.
Untuk memulalnya, transparansi, dan prinsip kea-
dilan menjadi dasar utama yang harus  dibangun
dan dikedepankan. `
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(Menata Model Pemerintahan Daerah Otonom)

0;°enm°bmeLrddaaye::::::;::,£iA#£°;"a'ia::1:
akan mendapat ganjalan oleh banyck hal. Pc#zzzz",
diajukannya Rancangan Undang-undang Kesela-
matan dan Keamanan Negara QUU KKN) yang
apabila disahkan  secara langsung akan berakibat
pada tidak terlaksananya otonomi. Undang-undang
ini  hanyalah  perubahan  bentuk  dari  undang-
undang subversib yang sebelumnya telali dicabut.

Kelahiran UU KKN akan memberikan ke-
kuasaan  yang  terpusat  pada  presiden  selaku
Panglima Tertingal TNI.  Ini  akan memberikan
peluang  terciptanya  pemerintahan  militer  ter-
selubung di Indonesia secara Je/.#rg. Narnun, fakta
di lapangan akan menempatkan pihak keamanan
(INI dan Pohi) semakin dominan mengambil alih
sektor-sektor masyarakat  sepefti yang selama ini
terjadi.

KeJ#¢, selama pemerintahan transisi, keber-
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hasflanmenyusunundang-undangtentangotonomi
tidak diikuti oleh upaya untuk merujuknya dalam

politik pemerintahan Indonesia. Buktinya nampak
dengan  disiapkannya  coz"try ¢rogrzzz#  sebagai

pengganti lps  oleh  pemerintah.  Cozf#/rj/ Progr¢zz7
yang bersifat jangha menengah, tidak lain merupa-
kan sarana lealtimasi sentralisasi kebijakan peme-
rintah pusat dalam melaksanakan pembangunan
masyarakat.

Meskipun pengelolaannya bersifat desentra-
lisasi,  namun  tingkatnya masih  mengarah pada
kebijakan yang terpusat.  Ada baiknya, program

pemberdayaan rakyat tidak dirancang oleh pusat,
tetapi diserahkan kepada daerah, menalngat pe-
mantauan permasalahan masyarakat  secara  kon-
kret hanya dapat dilakukan di daerah. Untuk itu,
segala program pembangunan masyarakat harus
diserahkan  ke  daerah  secara utuh.  Apalaal yang
berasal dari pinjaman luar negeri agar kebocoran
tidak banyak terjadi.

Ke#giv, rencana eksodus SDM pusat ke daerah.
Masalah klasik ini temyata masih dijadikan pem-
benaran  terhadap  kebijakan yang justru kontra-

produktif dengan pemecahan masalah SDM itu
sendiri.  SDM di daerah, tidak akan pemah men-
dapat pembelajaran yang efektif, bila ia tidck diberi
kesempatan untuk menentukan kebijakan sendiri.

Untuk mengatasi  kelangkaan  tersedianya
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SDM di bidang teknik di daerah misalnya, tidaklah
diperlukan eksodus SDM dari pusat. Biarkan pro-
ses  itu terjadi  secara  alami.  Ibarat kata pepatah,
"Di  maria  dda gula  di  situ  add  Semut' . S;DM daerch

akan termotivasi untuk meningkackan kualitas diri-
nyaagartidakdigrogoti"semut-semut"pendatang.
Bila semut-semut itu dipaksahan dan sengaja di-
datangkan dari pusat untuk menggrogoti  "gula
daerah'',  maka yang akan  terjadi  adalah  konflik
kecemburuan.

Kcc¢44  suhu politik yang memanas, khu-
susnya dalam mengantisipasi Sidang Umum MPR,
menyebabkan aspek yang lebih essensial baal pem-
berdayaan  rakyat  menjadi  dinomorduakan.
Orientasi ehte politik lebih mengarah pada pefe-
butan kursi presiden dan berbagr kekuasaan. Ber-
munculannya  kasus  perbankan,  sebenarnya  tak
terlepas  dari  kaitan itu.  Muatan politiknya lebih
tingal, ketimbang upaya membersihkan bangsa ini
dari para koruptor dan kolutor.

Mencermati keempat fckta tersebut di atas,
masyarakat di daefah harus cepat tanggap. Daerah
harus berpacu dengan waktu dan kecepatan peme-
rintah pusat dalam mempretdi pemerintah daerah.
Pemerintah pusat mempretelinya untuk memper-
tahankan  dominasi  kekuasaan  pusat  terhadap
daerah. Sedangkan pemerintah dan masyarakat di
daerah harus mempretelinya untuk melihat pe-
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luang yang sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti
dari terbukanya  pintu gerbang otonomi  daerah
melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999.

Daerah haru§ memfofmulasikan sistem dan
model pemberdayaan masyarakatnya secara man-
diri.  Model  dan  sistem  tersebut  harus  dimulai
denganmengaturtatapemerintahanyangberorien-
tasi pada budaya masyarakat tempatan.  Aftinya,
harus diupayakan menSntegrasikan segenap kom-

ponen dalam pengarnbilan keputusan pembangu-
nan masyarakat.

Tigo Tt4ngivu Sejarangan
Sistem  dan  mekanisme  pemerintahan  ter-

padu  antara  apafat pemerintah  formal  dengan
pemimpin informal yang ada  (adat dan  agama)
harus  diciptakan,  sehingga partisipasi masyarakat
dapat ditumbuhkan secara melembaga. Melalui UU
No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 kemungkinan
untuk itu  semakin lebar.  Selama ini, keterlibatan
tokoh adat dan agama hanya dilakukan bad kepen-
tingan pohik aparat birokrasi. Dalam pengambilan
keputusan  pembangunan  dan  pelaksanaannya,
mereka hanya menjadikan alat stempel atau justi-
fikasi  .saja.

Integrasi adat dan agama dalarn tata peme-
rintahan sebenarnya sudah teruji keampuhannya.
Rezim pemerintahan Orde Baru justru melemah-
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kan  eksistensi itu  untuk kepentingan memper-
tahankan kekuasaannya.  Dalam perspektif adat,
di Kuantan Sinednal misalnya, keteapaduan antara

penguasa dengan pemimpin adat darn agama ter-
cermin dari falsafah adat mereka.

Pemedntahyangkokohdalamperspektifadat
Kuantan Sinednal harus  ditopang oleh apa yang
disebut Tzgiv T##gA# Jar.z7rzz#gzz#, yakni pemuka adat,
alim  ulama,  dan  cefdik  pandai  (cendikiawan).
Artinya, keberhasilan pemimpin clan ditentukan
oleh dukurigan ketiga elemen tersebut, balk dalam

pengambilan  kebijaksanaannya maupun  dalam
pelaksanaan dan pengawasannya.

0leh karena itu,  ketiga elemen tadi sering
disebut  Tzgiv  T¢/z. JGj»./z.#.  Sebab  ketiganya  meru-

pakan sub-sistem yang tak terpisahkan dalam suatu
sistem  secara  keseluruhan. Manajemen pemerin-
tahan  akan  lebih  mudah dijalankan karena  tiga
komponen  tadi.  Mengakar ke  masyarakat  dan
problematika masyarakat dapat disalurkan melalui
ketiga pintu itu.  Tidak ada dominasi kekuasaan
yang mengarah pada kediktatoran,  karena  eksis-
tensi penguasa justru lahir dari masyarakat melalui

pemuka agama, pemuka adatnya, dan para cen-
dikiawannya.

Kualitas keberadaan rakyat dalam tata peme-
rintahan yang mengacu pada adat, jauh lebih baik
dari  apa yang selama ini diterapkan oleh rezim
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Orba.  Kedudukan  seseorang dipandang sebagai

pribadi  utuh  sesuai  kedudukan  dan  fungsinya
dalam masyafakat. Ini tercermin dari apa yang di-
sch; I ut ardzI+ Nari  leurlak iolab  horidi, nan  Sirab  iolab
Sag!o.  Nan  baiale  iolab  budi,  nan  iridab  iolab  baso.

j4#jJz#.4  4cz/z//#4wg,  z./¢#g  4czc¢„.  (Yang  kurik  ialah
kendi, yang merah ialah  saga.  Yang baik adalah
budi,  yang indah ialah bahasa.  Hanyut ditolong,
hilang dicari).

Tujuan tatanan masyarakat seperti ini adalah
menghormati yang tua dan mengasihi yang kecfl.
Sama  besar dibawa berkawan  dan yang lemah
dibantu. Untuk itulah, kedudukan seseorang seba-

gal anggota komunitas memiliki kewajiban yang
so:rna,  Sebirio  Semdh,  §edorek  Seririgdri.

Susunan masyarakat tertumpu pada ururtan
yarryg stsf y€"f rfis, Negori  lleromapele  Suho,  dalam  Suhu
bepormih.  Kaapuang dibori  betuo, rumdb  dibori  beturig-

ganai,  dengan  ketentozLn,  Kemenalean  bekyo  ke
mandh, mamah bekyo  he Pengbuh. Perigbuh banjo  he
mufiokat,  mwpohot  I)ekyo  he  nan  bonar  ridn  manurmik

aha jo Pc[hik. Ado nan fic[toih tapi dak mungfen, ado
rian  mungf an  tapi  dale Patuik K!edndRThi:2;A seam:rug

pemimpinditatauntukbersifatadfldanmengayomi
sebagaimana yang disebut dalam adat, Mc#gzz¢. r¢4z7o
boreh,  mengju¢i  samo  lira. Tibo  Pelt 2ormik jam  dikem-

fielean,  tibo  fieh  nato jan  dipiciaaykan, Godangjan
rmeiapile,  lou/e jam  7wenyaok.
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Kewajiban pemimpin terhadap masyarakat-
nyasangattegasdanrinci.Sebagaimanadituangkan

quprr:_atJrmnavdr,Kayugodangditongapddang,boke
belinduang  hapanasan,  bohe  betodua  heujanan.  Urek
boke  ba§elo,  batang bolee  besandar.  Tetog/ah  meujadi

fiag_a:an, telilik  merljadi  Perig/obeh,  tebellritang menjadi
Pelibai.  Kan  fioi  bohe  betanyo,  balidle  boke  becerito.
Peluang untuk mengembalikan tata pemeintahan
seperti ini, terbuka lebar dengan diberlakukannya
UU No. 22/1999 yang memuat otononri daerah..
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SIRIH  BERJUNJUNG

(Menyon9song I mplementasl Otonomi Desa di RIau)

Proses pembangunan di RIau memasuki babak
baru yang harus disikapi secara seksama dan

berkelanjutan.  Sejak beapisah  dengan Kepulauan
Riau luas wilayah malin berkurang. Luas wilayah
daratan  makin  dominan  karena  sebagian  besar
wilayah  peralran  menjadi milik Provinsi  Kepri.
Namun,  sebahaalan besar wilayah  pesisir masih
beapotensi untuk menghubungkan Riau daratan
denganberbagalpintugerbangperdagangandunia.

Walaupun dalam percaturan global entitas
ekonomi  tidak lagi  mampu  dibatasi  oleh  aspek

perwilayahan  administrasi  pemerintah,  bukan
berarti strateal pembangunan ekonomi masyarakat
Riau Daratan  tidak perlu  ditata  ulang.  Dengan
karateristik  pedesaan  aliran  sungai  dan  pesisir

pantai. proses pembangunan membutuhkan tran-
sformasi sektor primer.ke arah industri yang tidak
saja  memiliki  keterkaitan  lini  depan-belakang

(f em/ard  and  bdckmvard  linkag/eS, teka:rfA .r;ugp perhoe;
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satan kesamping  /ovzf/#j)/z.Gr ejIrgc// yang merata.
Realitas  ekonomi yang terjadi  selama ini

menunjukkan  perbedaan  yang menonjol  antara
Riau Daratan dengan Riau Kepulauan.  Ciri eko-
nomi Riau Daratan lebih agraris dan mengandalkan

produksisektorprimer.SedangkanRIauKepulauan
berkembang melalui sektor sekunder dan tersier
yangbanyakditopangBatamsebagaibasisindustri.
Konsentrasi ekonomi pada sektor primer di Riau
Daratan  menyebabkan  masyarakat wilayah  ini
kurang berkembang.  Kondisi infrastruktur yang
kurang memadai  semakin memperparah  ruang
gerak ekonominya.  Nilal tambah yang diperoleh
masyarakat petani menjadi sangat minim. Stfuktur

pasar komoditas pertanian yang oligopsonis  (de-
nganberkolusicenderungberperilakumonopsoni)
menyebabkan  penghisapan yang mengenaskan
terhadap  kelayakan hidup  petani.  Padahal  seba-
haSan besar masyarakat Riau Daratan tinggal di
pedesaan  dan menggantungkan nafkahnya pada
pertanian.

Menrikapi kondisi tersebut Riau Daratan
seharusnya menata kembali  strategi pembangu-
nannya.  Wajar  saja  bila  ada  keinginan  untuk
mengubah-sual sasaran jangka panjang dan target
jangka pendek pembangunan  Riau Daratari  ke
depan.  Fokus  perhatian memang harus lebih  di-
pertajam  ke  arah  pemberdayaan  rakyat  untuk
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masuk dalam dinamika ekonomi yang lebih cepat
dan lebih mengandalkan mutu sebagal kompetensi
untuk memenangkan percaturan hidup.

Keterbelakangan  ekonomi yang dialami
masyarakat pedalaman Riau Daratan  selama ini
berawal dari terkonsentrasinya mata pencaharian
pada satu sub-sektor, yakni perkebunan, karet, dan
kelapa.  Infrastruktur yang tidak memadai  dan
tekanan para tengkulak menyebabkan kehidupan
ekonomi rakyat terbelenggu pada gir/#er ¢.o# yang
sangat  mencekik.  Mereka  tinggal  di  pedesaan
dengan  mengandalkan  teknologi  bertani yang
kurang memadai. Pendidikan yang rendah menye-
babkan kemanpuan untuk mandiri relatif terbatas.
Untuk itu, perhatian yang lebih  serius  terhadap

pembangunan pedesaan merupakan hal yang tidak
bisa ditawar-tawar. Pemerintah Provinsi Riau yang
inedn menedsi tahun 2005 ini dengan program pem-
bangunan melalui pemberian otonomi desa sangat
menjanjikan. ]ika implementasinya dapat berjalan
baik maka fakyat pedesaan akan merasakan adanya
keberpihakan yang nyata. "/ny4or erGA#zz#g 4c7owJ 4c#.-
nduh ddri Sirib baruslab berjunjung/an:"  Postwst rrrerek;ha

yang lemah tidak munglin dilepas untuk bersaing
dengan kelompok masyarakat lain yang lebih maju.

Menurut AT.  Birowo  (1982)  dalam  tuli-
stLnnya, be;rfudul Perencdnaau  Pemhanganan  Pedesaan
Jcz# PG/czfaf##¢¢##j;cz, pembangunan pedesaan adalah

EE



Pan6angunanaconomidemgGquJatanBndayaMedyiL
seesseas:Sse»g*jfg,;£%js'jffffifassst%a(RT{]f}sffffarasf:>ff55§S5exs**~z*KS:*r`«Sssersefaeesstfs:!sslfunrm<sS<ziszzz±rezexsese3%x!r!RE::.i=3=±es3eeee3z2sFa{.zxp_`£»,`,x:`*,5r.,r``.`<+RARTRE.r!*.rREensesersn,.RErgtRE3zrs3

suatu proses  perubahan dalam masyarakat desa,
dimana kemiskinan  akan  dihapuskan  dan  krea-
tivitas serta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh
lapisan  miskin  akan  dimanfaatkan  sepenuhnya.
Lapisan  miskin  harus  mampu  memanfaatkan
sunber-sumber masyarakat dan lingkungan yang
tersedia dan juga harus didorong untuk ikut dalam
kontrol sumber daya yang berasal dari luar lingku-
ngan pedesaan. Dewasa ini sudah banyak sumber-
sumber pedesaan yang terkuras dan bahkan ber-

pindah tangan kepada para pemburu rente. 0leh
karenanya pembangunan pedesaan harus meling-
kup tiga strateal, yalmi peningkatan standar kehi-
dupan, partisipasi massal, dan merangsang proses

yarig rrran!diri (Sellfsustaining processJ) .
Sangat perlu disadari bahwa kesej ahteraan,

perdamaian,  dan kebahagiaan hidup masyarakat
pedesaan  tidak munglin  "dianugerahkan"  oleh
pemerintah.  Masyarakat  sendiri harus  bertindak
dan bekerja. Kriteria keberhasilan dalan pengem-
bangan SDM pedesaan buhan hanya pemenuhan
dan penyediaan  kebutuhan material, tetapi juga
kemampuan  masyarakat  desa itu  sendiri  untuk
tumbuh  dan  berkembang. junjungan  hanyalah
media untuk menjalar, sirihlah yang harus berbuah.
Lebih tegas laal jangan sanpai pula junjungan yang
menghisap  makanan  sirih  sehingga bukannya ia
berdaun tetapi malah mati kekeringan.
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Berkenaan  dengan penguatan  otonomi
desa  dalam  Rakor  Gubernuf tanggal  16-17 ]uli
2005  dikeluarkan  beberapa  rekomendasi  yang
harus  dilaksanakan pemerintah c/q Departemen
Dalam Negeri. PG77zzertz, segera menetapkan pedo-
man tentang alokasi bantuan keuangan dan stan-
dardisasi  dan  kriteria  pengalokasian  bantuan
Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dalam rangka memper-
cepat perwujudan otonomi desa. Berbagal pedo-
man telmis yang berkaltan dengan otonomi desa
untuk pemerintah provisi, kabupaten, dan perang-
kat desa harus segera dipersiapkan

Kec7#cz, mengrdakan sosialisasi makna oto-
nomi desa pada seluruh jajaran pemerintah pro-
vinsi  dan  ka`b'upaten.  Termasuk  melakukan

publikasi  tentang makna otonomi  desa melalui
media  massa.  Kc/zgiv,  menetapkan  standardisasi

peningkatan pengetchuan dan keterampflan penye-
lenggara pemerintahan desa dalam mengelola desa
danmelakukanpembangunandanpembinaankehi-
dupan  masyarakat.  Kcc¢¢/,  menerbitkan  data
wilayah  desa  dan  pedoman  teknis  pengelolaan
sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut Selo Sumardjan, di dalam rangka
otonomi ukuran baik adalah apabfla pemerintah
yang otonom di daerah itu mengarahkan pemerin-
tahannya  kepada keamanan,  kesejahteraan,  dan
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kebahaalaan  masyarakat desa.  Pemerintah harus
mengarahkan sebahadan besar kekuatan dan sum-
berdayanya untuk mengurus  kesejahteraan  mas-

yarakat desa. Untuk itu menjadi pending dipahami
karakteristik rakyat di desa dengan segala dinarni-
kanya dan pemetaan yang jelas  akan  seperti  apa

perkembangannya. Pemerintah harus mencari cara
agar perkembangan ke depan dari masyarakat desa
menjadi makin  sejahtera,  bukannya malah mem-
buat kehidupan rakyat desa  semakin rumit dan
terpingstkan.

Sulit  untuk membiarkan  sendiri  masya-
rakat desa berkembang ke pola-pola hidup yang
modern. Ini malah akan menyebabkan kehidupan
mereka menjadi tidak nyaman. Untuk mengadakan
suatu  sistematik dalam mefihat masyarakat desa,
Selo Sumardjan menjelaskan harus melihat kepada
kebudayaannya sebagal hasil dari pemikiran rakyat

yang menimbulkan ideoloal sebagai hasil perasaan
yang menelorkan nflai-nilal dan hasil dari pekerjaan
yang membuahkan produk-produk nyata.

Model implementasi  otonomi  desa yang
inSn ditaja oleh Pemerintah RIau dengan sendiri-
nya harus berpijak pada seberapa kuat kemampuan
rakyat memperbaiki kehidupannya dan sebesar apa
kekuatan  pemerintah  yang  dibutuhkan  untuk
menopang atau memberi junjungan agar kualitas
kehidupan rakyat desa semakin membaik. Birokrasi
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yang  berbelit-belit  hanya  akan  menyebabkan
kepercayaan  masyarakat  terhadap  keseriusan

program dijalankan secara baik malah berkurang.
Kontrol yang asalan dapat mempertegas anggapan
selamainibahwasetiapyangdikerjakanpemerintah
untuk rakyat hanyalah hibah yang tak perlu diper-
tanggungj awabkan  secara sungguh-sungguh.

Selama ini memang tidak ada sanksi yang
tegas  baal para perusak program pemberdayaan
fakyat. Pemerintah memang harus berpihak kepada
rakyat, tetapi itu bukan berarti menjadi sinterklas.
Memahami rakyat, memberi mereka kepercayaan,
mendampinal mereka untuk memberikan perto-
longan terhadap hal-hal yang kurang mereka pa-
hami dan mewaspadai secara dini adanya faktor

pengganggu (aparatur yang korup, budaya  rakyat
yang ingin  serba  instant),  serta  membebaskan
rakyat  dari  tekanan  re#¢g-z.j.ere  adalah  kata  kunci
untuk berhasilnya program otonomi desa..
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(Reformasi Birokrasi Riau di Era Otonomi Daerah)

I::;eefiag;fgRIi:::¥naan:=;|o:::np#e=
pangan  Holtikultura  ke  Kecamatan  Bukitraya
Pekanbaru. Sebagaimana diberitakan ada jawaban
spontan masyarakat ketika ditanya oleh Pak Men-
teriyangmengungkapkanbahwatidakditerimanya
beras Operasi Pasar Khusus  (OPIQ  oleh mereka
selama ini.  Padahal laporan yang diberikan  oleh

pejabat Riau pada Pak Menteri  sebelumnya me-
nyebutkan bahwa rnasyarakat sudah menerimanya.

Entah apa yang ada di benak para birokrat
saat ini,  sehingga beras  untuk kaum  miskin pun
mereka  sikat.  Perasaan malu  kepada  diri  sendiri
sepertinya  sudah  tenggelam.  Mungkin rasa takut

pada Allah  Swt juga tidak laal mampu mengusik
mereka, sehingga bealtu beraninya mereka mema-
kan hak fakir miskin.

Kejanggalan sepefti ini mungkin tidak akan
terungkap pada masa lalu. Sebab, setiap kunjungan
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pejabat tinggi pusat ke  daerah untuk bertemu
wicara dengan masyarakat selalu disiapkan orang

yang akan bertanya dan menjawab. Laporan asal
bapak  senang  (ABS)  menjadi  /rg#J pemerintah
rezim Orba. Pada era reformasi sekarang, ternyata
mereka  kena  batunya.  Spontanitas  masyarakat
menunjukkan bahwa mereka mulai terdidik untuk
membela kepentingannya  dan transparansi, ter-
nyata mampu dijadikan  alat untuk mengeflsien
kinerja pembangunan.

Dalam tataran yang lebih luas, di Indonesia
saat ini memang sedang bermunculan berbagai
kasus  kejahatan  birokrasi  (4#rg#orzz/z.c f#.ee)  yang
memprihatinkan.  Dimulai  dengan  JOG4¢nfo  C4/g,
Trmcle REO gate, Gbalib Gate, dan. bznyck gate-gate
lainnya.  Kasus  paring akhir yang sangat meng-
hebohkan adalah B¢/z. G4/g. Belum laal kasus-kasus

yang berkaitan dengan berbagai peristiwa keru-
suhan di seantero tanah air seperti Aceh, Ambon,
dan Batam. Masyarakat sepefti disuguhkan sebuah
sandiwara  bersambung yang tak kunjung usai.
Babakan  demi babakan makin menyengsarakan
rakyat,namunanehnyapenyelesalanyangditunggu
makin kabur.

Dalam suasana demikian, para birokrat ter-
nyata makin tidak bijak.  Mereka  justru makin
mengkhawatirkan peulaku massa tanpa mencoba
untuk menelusuri sebab timbulnya perilaku ter-
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sebut dalam  kaltannya  dengan perflaku mereka.
Kaum birokrat masih membutakan mata dan hati
terhadap  berbagal kritik yang dialamatkan pada
mereka. Banyck sekali penyelewengan yang terjadi
dari  tujuan  organisasi  para  birokrat.  Pelayanan
senantiasa  diubah  menjadi  penguasaan.  Kasus
BPPN adalah contoh konkrit dari masalah ini.

Secara  fundamental, disfungsi birokrasi di
Indonesia  terjadi  kafena  sistem  yang dibangun
selama ini mengandung banyak kelemahan.  O„er
JG¢¢#GAgre#/z7/z.Zzz/z.o#  misalnya,  telah  menimbulkan
egosektoralyangbermuarapadakerancuanperen-
canaan pembangunan dan pelaksanaan yang tidak
mengenal sasaran. Proses koordinasi menjadi tidak
berjalan,karenamasing-masingdepartemenmemi-
liki  target  sendiri yang menjadi ukuran  prestasi
mereka.

Kecenderungan lain  adalah  rumitnya  for-
mahtas, yang justru mereka bangun sendiri, telah
mengakibatkan  ineflsiensi  dalam  pengambilan
keputusan.  Regulasi  dibuat pada mulanya untuk
menata sistem, namun karena saling teapisah me-
nyebabkan berbagai produk perundang-undangan
saling berbenturan  satu sama lain.  Pada akhimya

yang terjadi adalah melakukan pelecehan terhadap
aturan itu sendiri.

Sepanjang mereka memperoleh manfaat dari
keadaan  demikian,  maka  perilaku  seperti  ini
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ditolerir saja. Hasilnya adalch menaburnya kolusi
dan  korupsi di  Indonesia.  Secara  spesiflk dalam
kancah perekonomian,  temyata banyak pula pe-
jabatbirokrasipemerintahdengandukunganmesin
politiknya  menguasai  lisensi  usaha.  Kontfa-
diktifnya  muncul  ketika  penguasaan  terhadap
lisensi itu tidak mampu menilai dampak didiri-
kannya  suatu  usaha  bisnis  masyarakat.  Lisensi
hanya menjadikan  "mesin  uang'' para birokrat
melalui perilaku kolusinya dengan aktof ekononri.
Parabirokfatmenjaditidakmampumenflaiapakah
usaha itu layak  dibuka  dari  kaca  mata kesejah-
teraanrakyat.KasusBMA,IRS,SC,danpefusahaan-

perusahaan  kayu  yang membabat  hutan  Riau
adalah  buktinya.

Penflaian kritis terhadap birokrasal sebenar-
nya sudah lama didengungkan. Alvin W Gauldener
menggambarkan  bahwa posisi birokrasi  dalam
sistem budaya industri cenderung infersonal dan
koruptif. 0leh karenanya, menurut Jurgen Haber-
mas,agarkedudukanbirokrasimenrihikiposisiyang
berimbang,dalamperubahansistemglobaldanera
reformasi  saat ini, maha peran mereka sebaiknya
diorientasikan  sebagal  katafisator.

Menumbuhkembangkan  sistem  birokrasi
sebagaikatarisatormemangtidakganpang.Selama
Orba, polesan sistem birokrasi negara  sangat sinis
terhadap pemberdayaan rakyat.  Slogan  ke arah
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kesejahteraan  memang banyak muncul,  tetapi
realita  yang  dihadapi  masyarakat  jauh  sekali
berbeda dengan  berbagai  spanduk yang mereka

pasang.  Untuk mendudukkan penguasa menjadi
pelayan bagaikan,  "Me#¢#.4 K¢AV4z.#g Ae 4z./'  atau
"Mc#g4c/¢ 84jw4# Jzf#jtz#g." Proses ke arah itu, nan-

paknya harus dimulal dengan menegakkan sistem
pemerintahan rakyat yang berdaulat.

Untuk  masa  yang  akan  datang  rgz.#grG#/z.#g

go"e7:wc#/ di  Indonesia  mutlak untuk dilakukan.
Rakyat tidak akan pemah berada pada posisi ber-
daya  bila  4#re¢#crz7/z.c  c".ere  masih  subur.  Proses
reposisi birokrasi memang akan memakan waktu,
namun harus dilakukan secara konsisten dan ber-
tahap.  Per/zzer4,  pengembangan  kualitas  SDM

aparat birokrasi agar profesionalisme mereka dapat
ditingkatkan.  Caranya tidak hanya melalui pendi-
dikan  tetapi  juga  dengan  membangun  sistem
pengawasan  secara  terpadu.  Termasuk pening-
katan kesejahteraan dan sistem karir yang mampu
meningkatkan motivasi mereka.

Kc47z#,memberdayakanDPRdanDPRDagar
mampumenjadipenyeimbangdalarnkebijaksanaan

pembangunan. Wakil rakyat yang memiliki kepe-
kaan  terhadap  aspirasi rakyat  secara  efektif akan
menj adi kontrol para birokrat. Kc#giv, /¢ev e#/o"eerc#J

yang konsisten. Upaya ini dimulal dengan merevisi
berbagal produk perundang-undangan rezim Orba
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yang  memang  keberadaannya  tidak  memihak
rakyat.  Penegakan hukum harus pula  didukung
oleh independensi lembaga peradilan agar tangan-
tangan  birokrasi  tidak  menjadikannya  sebagai
lembaga stempel pengaburan makna hukum.

Kcc¢4/, merampingkan organisasi birokrasi
untuk  meningkatkan  kinerja  efisiensi.  Banyak
departemen yang dapat digabung agar kebijak-
sanaan dapat terpadu. Termasuk pula melakukan
swastanisasi  terhadap  berbagal  institusi  pubhk.
Kc/z.zz74, otonomi daerah yang tidak hanya sekedar
retorika.  Pelaksanaannya  dimulal  dengan pem-
berian wewenang terhadap  institusi  di  daerah
untuk menentukan kebijakan termasuk peman-
faatan SDA yang dimililinya.

KCG#4jw,  mereposisi  fungsi TNI  dan  Polri
secarabertahapkearahprofesionalismepertahanan
dan keamanan rakyat. Keberadaan mereka dalarn
berbagal institusi, baik negara ataupun swasta ha-
rus dikuranal atau dihilangkan  sama sekali. Ter-
masuk  dalam  lembaga legislatif yang memang
sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara
demokrasi..
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FIAHAT  BERBUNYI

(Dinamika Riau Pasca Otonomi Daerah)

Mengamati perjalanan dan dinamika pofitikyang terjadi  di  Riau  sangat menggelikan
sekaligus  merisaukan.  Kalaupun  tak  dapat  di-
katakan  sangat  memalukan.  Reformasi  dan
momentumotonomidaerah,temyatamenghasilkan
perilaku-perilaku politik yang di luar dugaan. `Ter-
jangan" pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak
hanya  datang  dari  ketidakikhlasan pemerintah

pusat  melaksanakan  otonomi  daerah.  Pemain-
pemain politik lokal juga ikut memberikan andil
yang besar baas melencengnya pencapaian sasaran
reformasi dan makna desentralisasi.

Pada tingkat provinsi, tergambar dari adanya
dugaan AV¢rfe-¢  dan  manipulasi  anggaran  pem-
bangunan  dalam APBD.  Persoalan ini  terkuak
justru setelch RAPBD disaring dan diteliti DPRD.
Sepertinya,  pekerjaan  para wakil  rakyat pantas
disebut dengan istilah,  "Nczt7. zz74r4le, ¢c#.zfA PGc44."
Ada kesan terdapat "pengkaplingan" anggaran oleh
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kfasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Di Kabupaten Pelalawan malah ada calon yang

tidak  terpilih  menjadi  "merajuk",  karena  telah
termakanolehjanji-janjipditikyangmemangtidak
manis.  Dalam dunia nyata, pohtik memang sulit
didentifikasi, mama lawan dan mana kawan. Rak-
yat terperanjat karena analn pohik yang berputar
kesana kemari telah meluluhlantakkan  supremasi
keilmuan dan ketokohan seseorang.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabu-

paten Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru  saja
usal  di Kuantan  SinSnal.  Isu pohitik uang  (A#o#cLy

j)a/z.#.")  merebak setelah pemilihan dilangsungkan
oleh  anggota  dewan  setempat.  Di Natuna,  ada
calon yang sepertinya mengakui telah melakukan

politik uang tersebut.  Sayangnya yang bersang-
kutan tidak terpilih dan inSn membongkar adanya
praktikuangitudikalanganDPRD.DiRokanHulu
malah saat ini, setelah bupatinya dilantik, beredar
fotocopytandaterimauangolehbeberapaanggota
DPRD. Bahkan ada anggota DPRD yang meng-
akuinya, hanya  saja mengatakan itu  sebagai pin-

jaman.
Lebih menggehik laal yang terjadi di Kuantan

SinSnal.DikabupateniniadaanggotaDPRDyang
malah bersedia menandatangani surat pemyataan
telah menerima uang.  Pernyataan tersebut kemu-
dian dibantah laal seolah-olah adanya pemalsuan.
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Kejujuran dan kemunafikan "begelinco" (campur-
baur)  di  sini.  Masyarakat  sepertinya  dipancing
untuk saling berseteru satu sana lain, tanpa meng-
hiraukan lagi dampak negatif yang akan  ditim-
bulkannya.  Perilaku  pohtik  "kekanak-kanakan'',
seperd dipertontonkan pada masyarakat Kuantan
Singingi, yang kabarnya  banyak meminki SDM
berkualitas. "Tor-joran" poritik ingin dikembangkan
lagr,  meskipun pesta  demokrasi  telah  dijalankan
bersama.  Kondisi  ini  sama  dengan  bak  kata
pe;patch, "Ri¢mab jade, I)abt[t berbunyi."

Ternyata  dari  berbagai  kasus  di  atas,  tidak
gampang memang untuk menciptakan  suasana
politik yang apik  di Riau.  Budaya politik yang
seharusnya mengandung etika politik,  di dunia
nyata  sepertinya  "kusut  masai''.  Masyarakat
menjadi  semakin mudah  terbual oleh  siapa yang
berbicara,  bukan  oleh  apa yang dibicarakannya.
Orang gampang saja berjihad untuk seorang tokoh
politik,  bukan  untuk  kebenaran  hakiki  yang
mampu dipresentasikan oleh tokoh tersebut.

Mencermati semua itu, mungkin ada baiknya
direnungkan  apa  yang dikatakan  oleh  mantan
Direktur Dana Moneter Intemasional ¢MF) untul
Asia  Pasiflk  yang  sekarang  menjadi  C4¢;.rjny¢#
Deutrcbe  Bank Asia-PdJeifec,  Hhoeft INeiss, ya.ng
menyatakan, "Secara ilmiah, jika perhatian semua
orang beralih ke isu-isu politik, Anda tidak akan
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wakil-wakil  rakyat  untuk  kepentingan  pribadi
mereka.  Bahkan mencuat pula persoalan  `Kope-
rasi Dewan' yang inSn menguasal sejumlah kebun
sawit dengan tanpa malu-malu mengatasnamakan
kepentingan rakyat.

Fenomena di tingkat kabupaten lebih mempri-
hatinkan lad, terutama pada kabupaten-kabupaten
pemekaran yang disibukkan oleh pemilihan bupati
defenitif. Rakyat sangat terkesima ketika di Dumal
sempat terjadi berbagal keributan setelah berlang-
sungnya pemilihan walikota. Kejadian yang paling
menghebohkan adalah persoalan pemilihan Bupati
Kepulauan Riau. Peristiwa culik-menculik, bahkan
sampan pada isu peledakan born, menjadi tragedi

yang memilukan hati masyarakat yang sebenarnya
sangat inSn berubah kehidupannya menjadi lebih
sejahtera dan damal dibandingkan sebelum adanya
otonomi daerah.

Lain lath kejadiannya di Kabupaten Karimun.
Isu pemalsuan ijazah  oleh wakil bupati  terpilih
menguak  setelah  DPRD  selesai  melaksanakan

pemi]ihannya. Persyaratan untul dipilih, baru di-
tefiti setelah proses pemilihan dilakukan. Tuntutan
untuk mengulang pemilihan dimunculkan setelah
sebelumnya  proses  demokrasi  diselenggarakan
secara kidmat.  Eneral yang sudah terkuras  sebe-
lumnya harus dikumpulkan kembali dan diarahkan
untuk mementahkan ulang semua proses  demo-
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masih  terdapat beberapa orang yang mencoba
mencari manfaatnya untuk mengejar Visi Riau
2020, namun kebijakan ini dianggap kurang po-

puler dan sulit diterapkan.
Isu terakhir yang kemudian menjadi isu yang

sangatkontroversialadalahdenganbocornyaDAU
di tingkat daerah yang mencapal angka 400/o lebih.
Tidak tanggung-tanggung,  sinyalemen ini dilon-
tarkan langsung oleh Ketua Panitia Anggaran DPR
RI. Tentu saja banyak orang tersentak, termasuk
Menkeu  dan Mendagri.  Reaksi dari  daerah pun
bermunculan untuk menangkisnya.  Persoalannya,
jika berita itu benar, maka dari Rp 60,5 triliun DAU
Tahun 2001  kebocorannya adalah mencapai Rp
24,2 triliun. Suatu jumlah yang tidak kecil tentu.

Khusus  untuk Provinsi Riau,  dari Rp 251
mhiar DAU yang diperolehnya, maka angha dugaan
kebocoran  400/o itu nilainya mencapai Rp  100,4
miliar. jumlah ini jauh lebin besar dari dana yang
direncanakan  untuk  digulirkan  dalam  rangka
pemberdayaan ekonomi rakyat yang hanya sebesar
Rp 77 mi]iar. Total DAU yang diterima Riau melalui
15 kabupaten pada tahun 2001  adalah sebesar Rp
2.267,15  mi]iar ditambah dengan dana baal hasil
sebesar  Rp-4.081,15  miliar,  maka  Riau  mem-

peroleh kucuran dana mencapal Rp 6.348,30 miliar.
Tanpa perencanaan dan manajemen pengelolaan
dana yang matang dan profersional, tentunya sangat
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wajar bila dugaan kebocoran menjadi mengemuka.
Bila diamati alokasi pemanfaatannya dalan

APBD,  maka  pada  level  Provinsi  RIau  dugaan
kebocoran dana DAU belum tentu memiliki lan-
dasan yang kuat.  Sesuai  dengan  kepentingannya,
DAU diperuntukkan baal membayar gaji PNS dan
menutupikebutuhanrutinlainnya.]umlahpegawal

yang harus  dibayar gajinya  oleh  Pemprov RIau,
setelah adanya pelimpahan  pegawai pusat men-
capai  4.897  orang.  ]ika  dimasukkan  anggota
keluarga,  yang  harus  diberikan  tunjangan  oleh
negara, jumlahnya mencapal  15.498  orang.

Total  belanja  rutin  Pemprov  RIau  untuk
tahun  2001,  yang  tercantum  dalam  Keputusan
Gubernur No. KPTS 87/Ill/2001  adalah sebesaf
Rp  342.121.428.243,  yang terdiri  dari  sembilan

jenis  pengeluaran.  Pengeluaran  terbesar  adalah
untuk belanja pegawai, yakni Rp  110.715.006.723
diikuti  oleh  belanja  barang  Rp  78.203.410.720,
dan biaya lain-lain sebesar Rp 44.030.839.550 serta
biaya pemeliharaan Rp 11.996.242.000. Termasuk
biaya perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai
Rp  9.590.893.000.

jika dibandingkan dengan penerimaan dari
DAU  yang  berjumlah  Rp  251.940.940.000.000
untuk menutupi kebutuhan rutin dimaksud, maka
masih  tefdapat  ketekoran  yang  mesti  ditutupi
dengan  sumber  penerimaan  lain  sebesar  Rp
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90.181.428.243.  Lantas  pertanyaan  yang muncul;
dainana sunber adanya dugaan kebocoran dana
yang diperkifakan mencapai 400/o tersebut?

Bila  dianiati  secara mendalam  seluruli pos

pengeluaran rutin mulai dari keperluan DPRD,
gubernur dan wakil gubemur, serta seluruh dinas
dan instansi serta berbagai pengeluaran lainnya
sanpai pada pengeluaran yang tak terduga, mung-
kin dugaan bocor tersebut bisa ditimbang benar
atau tidaknya. Namun, lini sudah menjadi gun-
jingan bahwa  selama ini pos  keperluan DPRD
sangatlchfantastis!Dimanaurfuktahun2001saja
mencapai angka  sebesar Rp  31.546.220.750.  Un-
tuk kebutuhan gubemur dan wakilnya, jumlahnya
mencapai Rp  5.295.500.000  dan pejabat-pejabat
lainnya. Seluruh kebutuhan mefeka ditangg`hanS
olehnegara,baiklangsungmaupuntidcklangsung.

Adahah kemungkinan penghematan terha-
clap  seluruh  jenis  pengeluafan  tersebut?  Bila
diperhatikan kesembflan jenis pengeluaran rutin
Provinsi  RIau,  maka tidak mustahil bila peng-
hematan mencapai 40°/o tersebut dapat dilakukan.
Biayaperjalanandinasdanbelanjabarangbisasaja
ditekan seefesien mungkin. Sebab, dalam anggaran
pembangunan kedua jenis  biaya ini  sudah  ada.
Ketiga  item  biaya  ini,  selain  berindikasikan
tunpang-tindih dan berulang-ulang sedap tahun-
nya, juga disinyalir berbau er4de ¢.
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Penghematan 40°/o dari seluruh pengelunran
ruin ini jumlahnya mencapal Rp 136.848.571.097.

]ika jumlah itu dilarikan untuk kepentingan pem-
berdayaan  ekonomi  rakyat dan  pengembangan
SDM,tentunyaupayamengejarvisiRiau2020akan
lebih  mudah.  Hanya  saja,  semua itu tentu harus
ditenggaral dengan melafukan analisa belanja dan
kebutuhan anggaran yang akurat,  sehingga peni-
laiannya  tidak  menimbulkan  bias  makna  dan

persengketaan. Pendekatannya harus diletalckan pada
prioritas, kepatutan, mutu, manfaat, dan kemanpuan
mengantisipasi resiko masa mendatang..
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